LEMBARAN - DAERAY
EKABUPATEN - REAMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1979 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

IDZIN AME
DARI

R EMUEBANG
NOMOR : 10 TAHUN -15,“
TENTANG
CANGXUT BONGKARAN RUMAF/BANGUNAN

AYU JATI KELUAR KABU2ATEN DATL II

REMBANG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGXAT [I| REMBANG
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Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II Rembang, bersama Administratur Perum Per-
hutani K.K.P.H. Mantinzan dan Administratur
Perum Perhatani K.K.P.H. XKz:>onharjo tanggal
9 -12- 1974 No. EkB. /2513/S K./P.P./ 1974,
No. 68/I1/Perum Perhutani Ma: No. 264 /Perum
Perhutani/ Kbh, tentang Pecertizan jual beli dan
pengangkutan/ pemindahian besgkeran rumah/ ba-
Bgunan yang terbuat dari xave jad,

1. bahwa pada akhir -akkir iai tarayata semakin
" banyak jual beli bekas boazkiran rumah /ba-
ngunan dari kayu ja:i wipgz diangkut/dibawa/
dipindahkan keluar Kabupzatea Dati 1l Rembang,

!-J

bahwa banyaknya jual bs2li kayu jati bekas
bongkaran rumah/bangnizaz akan mendorong

/ meluasnya pembongkarzna rumah / bangunaa,

yang bertentangan denz2z prozram Pemeriatah
dibidang penyediazn ru=ah sshat bagi rakyat.
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. bahwa dengan banyaknya jual beli kayu jati
bongkoran rumah/bangunan akan member; ke-
ssmpatan penyelewengan kayu jati gelap yang
dipsroleh /dibeli dari pencurian, .

. bahwa dalam rangka pembinszan perumahan

sebat serta menjamin pengamanan hutan perlu
mesgadakan penertiban pepgendalian, pengarzh-
an jual beli kayu jati bekas bongkaran rumah/
bangunan yang diangkut / dibawa / dipindahken
keluar Kéaupateu Dati II Rembang, _
'njamg-,uadéng No. 5 tehun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemeriatahan di Daerah ;

tentzng Retribusi Daerah ;

. Surat Inspektorat Daerah Propinsi Daerzah

Tingkat 1 Jawa Tengah, tanggal 24 Juni 1975
No Irda. 17/17/75 tentang Pungutan Income
dan usahz-usaha sebagai sumber Pendapatan

Daerah Daerah ditetapkan dengan Peraturag

Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat 1I Rembang,

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TINGKAT II REM-
BANG TENTANG IDZIN MENGANGKUT
BONGKARAN RUMAH | BANGUNAN vUARI
KAYU JATI KELUAR KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II REMBANG.

BAB |

KETENTUAN - UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

A, 1, Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT Rembang ;

Undang-unding Darurat No. 12 Tahun 1957
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Bupati adaiah Bupati Kepala Dzerah Tingkat II Rembang.
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Admirnistratur Perhutani adalah Kepala Kesatuan Pemang-
kuan Hutan Mantingan dan Kepala Kesatu:zn Pemangkuan
Hutan Kebonharjo.

4, Camat adalah Camat Kepala Wilayah Ke:amatan setzmpat
dalam Kzbupaten Daerah Tingkat 1I KRembang.

5. Lurah/Kepala Desa jalah Kepala Desa setempat didalam
Kabupaten Daerah Tingkat il Rembang.

6. Kayu bongkaran rumah/bangunan adalah kayu bongkairan
terdiri dari kayu jati

merupakan rumal/bangunan yang didirikan diatas tanah mulis
perorangan/Negara didalam Daerah Rembang, untuk dijual

belikan dzn atau diangkut/dibawa/ dipindahkan keluar Deerah.

Bongkaran rumah/bapgunan ialah ke:argka maupun vang

BEAB 1I
IDZ1 N
Pasal 2

Untuk mesnganskut/membawa /memindahan boagkaran rumah
bangunan keluar Daerah- tersebut Bao. [ pasal 1 huru! B.
harus meadaipat idzin tertulis dari Bupati Kepala Daerah

Kalau bongkaran iﬁmah/banguuan dibawa [ diangkut / dipin—
dahkan dida'am Daerah Rembang, maika pengaturan idzinaya
dissrahkan kepada Administratur Perum Perhutani,

Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan tersebut ayat | pasal
ini harus betul-betul kayu bekas dalam keadaan sudah lama.

Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan yang akan dijual
belikan dan atau diangkut/dibawa /dipindzhkan keluar Daerah,
harus diperiksa/diteliti lebih dahule tentang ukuran, venis/
kwalitet kayu, jumlah M3. dan keadaannya oleh suatu Team
( Komisi ) Peneliti, yang terdiri dari unsur Tri Tunggal Keca—
matan, Asisten Perum Perhutani dan Kepala Desa setempat.
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Pasal 3

Untuk mendapatkan idzin, pemilik sekurang - kurangnya 15
hari s:belum melakukan pembongkaran rumah;bangunan harus
sudah mengajukan permohonan tertulis yang telah dilegalisir
oleh Camat sctempat kepada Bupati Kepala Daerah lewat
Administratur Perhutani yang berwenang di Wilayah tempat
pembongkaran itu.

Kayu bekas bongkaran rumah/bangunan yaog dimintakan
idzin harus dilampiri bukti hak atau surat keterangan sebagai
penilik rumah/banzunan yang dibongkar, dari Kepala Desa

dimina rumah bangunan tersebut terletak, yang disahkan oleh
Camat.

sAB lil
BIAY A
Pasal 4

Setiap permohonan idzin seperti rers:but pasal 2 ayat (1) dan
(2), maka pemohon diwajibkan membayar beaya administrasi
sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiab) untuk sebuah rumah/ba-
ngunan yang akan dibongkar.

Bagi setiap rumah/bangunan yang diidzinkan untuk dibongkar,
pembeli / pembawa bongkaran rumah /bangunan keluar daerah
diwajibkan membayar Dana Penghijauan sebesar Rp 3.000,-
( tiga ribu rupiah ) tiap M3, kayu bongkaran, langsung diba-
yarkan kepada Pemerintah Kabupaten Dasrah Tingkat If
Rembang.

Diluar ketentuan tersebut Bab Il pasal 4 ayat (1), (2) tidak
dibsnarkan / dilarang mengadakan pungutan - pungutan lain.

BAB 1V

KETENTUAN PIDANA DAN PENUTUF

Pasal 5

(1) Pelanggaran terha.dap Peraturan Daerah ini dapat dihuwkum

dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau
denda setinggi-tingginva Kp 3000,-
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(2) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah teatang
“Idzin Meagangkut Boaogkaran Rumazh /Bangunaa dari kavu
Jzti Keluar Kabupaten Daerah Tiagkat Il Rembang”, dan
berlaku mulai pada hari pertama sssudsh hari peagundangannya

Rembang, 1 Nopember 1977

Cawan Parwakilan Rakyat Daerah SBupati Xzpala Daerzh Tingkat Il
Kzkucpaten Daerah Tingkat il
REMBA G
REMBANG L
Ketua,
ttd
tld.

(JAGI GITOE) ( DRS., SOEHARJONO)

NIP, 010022382

Disahkzn oleb

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa - Teagah

dengan surat keputusan tanggal..cceiiieiencenns

TND: deine e crnsisesinnes

Ciundapgkan dalam Lembaran Daerzh Ting-
xat Il Rembang Nomor 1 Seri 3 Tzahun
1979 Tanggal 15 Januari 1979, berdasarian
pasal 99 avat (1) dan (2) Undang uanding
No. 5 tahun 1974 jo. pasal 12 ayat (5 Ue-
dang-undang Darurat No 12 Tchua 19572

Sekretaris Wilayah [ Daerzh
" 20EMOID HADIWINOTO S H |
NIP, 500010237




